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Pernberian pelayanan seks belum ada diatur dalam regulasi pemberantasan tindakpidana korupsi. Arrinya untuk saat ini berum 
"d" o&;;; atau undang_undangyang menegaskan bahwa pemberian perayanan r"t, te.utifik*i ;.kt;:*r;k;suatu tindak pidana korupsi. Permasalahan dalam tesistlni mengenai kriminalisasigratifikasi seks dan penerapan pembalikan b"b* 6bf;k ian gratifikasi seks

ffl;r**1*rtndak 
pidana koiupsi daram p.*di#lir"ali piaura korupsi di

P.enelitian inilergolong penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder dandata primer digunakan-sebag_ai d{; penunjang. Tip. p,fflili-ru adarah deskriptifanalisiq yaitu memaparkan hasil penelitian d]an p.rri.t"*, secara rinci, lengkap,komprehensif dan sistematis. Fendekatan masarah yang digunakan adarahpendekatan perundang-undangan dan kasus gratifrkasi ,.k 'dulurn 
tindak pidanakorupsi yang sudah terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi merupakan masalah yangkompleks karena adanya perbedaan .lenis perbuatan yuigi"p", dikriminalisasi,perbedaan nilai dan norna dalam **y*utut, uoJgurinvu pilihan instrumenpengaturan kehidupan masyarakat, dan' perubahun Joriui'yang terjadi dalarnmasyarakat Permasalahan perbuatan gratifikasi seks ini untukmenglcriminalisasikan perru ketr-ati-hatiarl kaiena ini menyangkut kehidupanpribadi manusia. Berdasarkan hal tersebut sudah ,;h;rryu gratifikasi seksdigolongkan r-nenjadi 
:r1tu- tindak pidana yang perlu diatur daram peraturan

qerundang-rg{angan di Indonesia. penerapan pembalikan Beban pembuktian
Gratifikasi Seksual t:Tyly-a aftan menggunakan'pembalikan Beban pembuktian
menurut pasar 12 B UU No. 20 ranun ioot. Bahwa y*g nituiny" r0 jrtu ;1",Iebih dibuktikan oleh penerima gratifikasi aan yang;fidril kurang dari r0 juta
dilakukan oleh penuntut umum.

Akhirnya penulis menyarankan kepada pemerintah dan DpR hendaknya s€geramerevisi penjelasan 
$al fasat tzB iyat(l) undang-u"oang r.ilmor 20 Tahun 2001untuk memberikan keje.raryn atau i,epaslian mrir., ilir& peraku gratifikasi

selgua! dapat dijera! s:laqiutnya disarankan r,"puau upu*i-iln"euk hukum untuks.aling bekerja sama dalam pemuut*tia, $atifikasi *rc a* 6kus paaa pembuktian
dengan bisa mengesampingkan pelaporai.
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